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ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah memiliki peranan penting untuk
membentuk perilaku masyarakat yang lebih taat hukum. Pendidikan ini memberikan
pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Melalui
pembelajaran yang relevan dan berbasis pada contoh nyata, siswa diajarkan untuk
memahami peran hukum dalam kehidupan sehari-hari serta menginternalisasi nilai-nilai
kedisiplinan dan tanggung jawab. Guru memiliki peran yang signifikan untuk
menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan aplikatif. Meskipun begitu, tantangan
yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan adalah kurangnya
perhatian terhadap kualitas pengajaran serta kurikulum yang terbatas. Kolaborasi antara
sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan ini
mengajarkan pengetahuan teoritis dan membentuk kebiasaan taat hukum pada siswa.
Dengan dukungan yang tepat, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi faktor kunci
untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab dalam
kehidupan sosial mereka.

Kata-kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, taat hukum, pembelajaran berbasis kasus,
disiplin, karakter, kurikulum, kolaborasi.
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PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah memiliki peran yang sangat vital untuk
membentuk karakter dan pola pikir siswa mengenai kewajiban sebagai warga negara. Salah
satu hal yang terpenting dalam pendidikan ini adalah pembelajaran mengenai hukum dan
bagaimana setiap individu berperan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Dengan
memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, diharapkan
dapat terbentuk individu yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Carretero et al.,
2015). Pembentukan perilaku yang taat hukum dimulai sejak dini, terutama di lingkungan
pendidikan, karena generasi muda yang mendapatkan pendidikan yang tepat akan lebih
mampu beradaptasi dan menghargai aturan-aturan hukum di kehidupan sehari-hari. Hal ini
sangat penting, mengingat perkembangan zaman yang semakin kompleks dan beragam.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, masih banyak ditemukan pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh masyarakat, baik yang berasal dari ketidaktahuan atau kesengajaan.
Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman mengenai pentingnya hukum sering tidak
menghargai atau bahkan mengabaikan hukum yang berlaku. Hal ini mengindikasikan
bahwa ada ketidaksesuaian antara pemahaman hukum yang diajarkan di sekolah dan
penerapannya di kehidupan nyata (Pangalila et al., 2020). Pendidikan kewarganegaraan
scharusnya berfungsi sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai hukum secara efektif
schingga menjadi pengetahuan akademis semata, dan menjadi bagian dari kebiasaan dan
perilaku sehari-hari masyarakat (Campbell, 2019).

Meskipun pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan di sekolah-sekolah, penerapan
nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari sering kurang optimal. Salah satu
permasalahan yang dihadapi adalah adanya gap antara teori yang diajarkan di sekolah dan
kenyataan sosial di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang cenderung teoritis
sering tidak mampu memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum dalam
kehidupan praktis (Valeeva et al., 2015). Akibatnya, meskipun siswa memahami pentingnya
hukum, banyak dari mereka yang tetap menunjukkan perilaku yang tidak taat hukum ketika
berada di luar lingkungan pendidikan. Selain itu, meski ada upaya untuk meningkatkan
pemahaman hukum di sekolah, penerapan pendidikan kewarganegaraan sering terbatas
hanya pada aspek formal tanpa adanya tindak lanjut yang cukup di kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kualitas pengajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih bervariasi di
berbagai daerah juga menjadi masalah besar. Di beberapa daerah, pengajaran pendidikan
kewarganegaraan masih kurang mendalam dan belum sepenuhnya mampu membentuk
karakter siswa yang memiliki kesadaran hukum. Banyaknya beban kurikulum yang harus
diselesaikan dalam waktu terbatas membuat materi pendidikan kewarganegaraan sering
hanya diberikan secara terburu-buru dan tanpa penguatan yang cukup. Ini menyebabkan
siswa hanya mendapatkan pemahaman dasar yang minim, dan kesadaran hukum yang
seharusnya mereka miliki menjadi kurang berkembang (Amna, 2012).
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Mengamati peran pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk perilaku masyarakat
yang taat hukum adalah suatu hal yang sangat penting, mengingat kedisiplinan dan
kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang stabil.
Pembelajaran yang efektif di pendidikan kewarganegaraan dapat menghasilkan individu-
individu yang lebih bertanggung jawab dan sadar akan kewajiban mereka sebagai warga
negara dalam lingkup hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih
dalam bagaimana pendidikan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan
diterapkan secara lebih efisien agar dapat memberi dampak positif yang lebih besar bagi
perubahan perilaku masyarakat (Fajar et al., 2021).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendidikan kewarganegaraan
yang diterima siswa di sekolah-sekolah dapat berkontribusi terhadap pembentukan perilaku
masyarakat yang lebih taat hukum. Kajian ini mengulas cara-cara pendidikan kewarganegaraan
yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum di kehidupan sehari-hari siswa, serta bagaimana
pengajaran dapat mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat pada umumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran
pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum.
Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
dan menggali pemahaman yang telah ada sebelumnya dari berbagai sumber yang relevan,
termasuk buku, jurnal, artikel, serta laporan penelitian terkait dengan topik pendidikan
kewarganegaraan dan kesadaran hukum. Melalui studi literatur, peneliti dapat
mengumpulkan berbagai perspektif tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat
mempengaruhi pembentukan perilaku hukum di masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan
oleh Creswell (2014), studi literatur memungkinkan peneliti untuk menyusun dan
mengintegrasikan temuan-temuan yang ada serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian
yang masih perlu diperhatikan.

Pendekatan studi literatur juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai
teori yang mendasari pendidikan kewarganegaraan serta kaitannya dengan pembentukan
karakter masyarakat yang taat hukum. Dengan menganalisis berbagai hasil penelitian yang
sudah ada, peneliti dapat menyusun pemahaman yang lebih komprehensif tentang
efektivitas pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran hukum.
Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendidikan
kewarganegaraan dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat,
meskipun ada berbagai faktor yang memengaruhi hasilnya, seperti kualitas pengajaran dan
implementasi kurikulum. Studi literatur juga dapat mengidentifikasi berbagai tantangan
yang dihadapi dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, serta
memberi wawasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penguatan pendidikan hukum di
tingkat sekolah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah berperan penting untuk membentuk
perilaku warga negara yang taat hukum. Pendidikan ini memberikan landasan yang kuat
untuk membentuk pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari
masyarakat. Dengan memahami apa yang diharapkan dari mereka sebagai warga negara, siswa
dapat belajar untuk lebih menghargai hukum sebagai bagian dari tatanan sosial yang stabil
dan adil. Salah satu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membangun kesadaran
hukum di kalangan generasi muda, yang kemudian diharapkan dapat ditularkan ke
masyarakat luas.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar
hukum yang mengatur kehidupan mereka dan masyarakat secara umum. Pendidikan ini
memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan yang berlaku, serta menjelaskan
mengapa hukum itu penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan
memahami struktur hukum dan fungsinya, siswa dapat menyadari bahwa hukum adalah
kumpulan aturan yang harus diikuti, dan merupakan fondasi yang mendukung kehidupan
sosial yang harmonis. Pembelajaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan
kewajiban sebagai warga negara, hingga mekanisme penegakan hukum dan peran lembaga-
lembaga negara untuk menjaga keadilan.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan nilai-nilai fundamental seperti
kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk
individu yang taat hukum dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Misalnya, dengan
menanamkan nilai kejujuran, siswa diajarkan untuk menghargai integritas dan kejujuran
dalam setiap tindakan mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Tanggung
jawab mengajarkan mereka untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan
pentingnya berperilaku sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku (Carretero et al., 2015).
Disiplin, di sisi lain, membantu siswa memahami pentingnya mengikuti aturan dan prosedur
yang ada, yang merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan
cara ini, pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mengajarkan teori tentang hukum,
dan untuk membentuk karakter dan perilaku siswa agar lebih menghargai dan mematuhi
hukum. Proses pembelajaran yang melibatkan diskusi, simulasi, dan studi kasus dapat
memberikan pengalaman praktis yang memperkuat pemahaman siswa tentang hukum dan
kewarganegaraan. Misalnya, melalui simulasi sidang atau debat mengenai isu-isu hukum
terkini, siswa dapat belajar untuk berpikir kritis dan menganalisis berbagai sudut pandang,
yang kemudian dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu sosial dan hukum
yang relevan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan penting untuk
menciptakan generasi yang memahami hukum, dan memiliki karakter yang kuat dan
komitmen untuk menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara (Manning & Edwards,
2014). Melalui pendidikan ini, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang aktif,
bertanggung jawab, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat, serta mampu menghargai
dan mematuhi hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka (Evendi et al., 2021).
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Namun, untuk dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara signifikan, pendidikan
kewarganegaraan harus dilaksanakan dengan cara yang efektif dan relevan. Mengajarkan
hukum pada materi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci utama
agar siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Pembelajaran yang terlalu teoritis dan
tidak menghubungkan materi dengan contoh-contoh konkret kehidupan nyata sering
membuat siswa tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya mematuhi hukum dalam
situasi yang berbeda. Oleh karena itu, pengajaran yang berbasis pada kasus nyata atau simulasi
hukum dapat membantu siswa untuk melihat langsung bagaimana hukum berperan dalam
kehidupan mereka (Amn4, 2012).

Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah dengan mengintegrasikan situasi hukum
yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari siswa ke dalam materi ajar. Misalnya,
melalui diskusi kasus pelanggaran lalu lintas, penipuan, atau pelanggaran kecil lainnya yang
sering terjadi di sekitar mereka, siswa bisa lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan
yang mereka ambil. Pembelajaran yang kontekstual ini membuat siswa lebih mudah
memahami materi, dan memotivasi mereka untuk menghindari pelanggaran hukum, karena
mereka melihat dampak negatif dari tindakan tersebut (Campbell, 2019).

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa
solidaritas dan empati di antara siswa. Saat siswa memahami bahwa hukum ada untuk
melindungi hak-hak orang lain, mereka menjadi lebih sadar akan dampak perilaku mereka
terhadap orang lain (Rogers, 2017). Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih bertanggung
jawab atas tindakan mereka secara pribadi maupun sosial. Dengan membangun sikap empati
terhadap sesama, pendidikan kewarganegaraan dapat mengubah cara pandang siswa
terhadap peraturan yang ada dan membantu mereka untuk lebih taat hukum (Carretero et al.,
2015).

Namun, untuk memastikan pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk perilaku
masyarakat yang taat hukum, sangat penting bagi guru untuk menjadi teladan yang baik.
Peran guru untuk memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan hukum sangatlah penting.
Jika guru menunjukkan sikap disiplin dan taat hukum, siswa akan cenderung meniru perilaku
tersebut. Ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan pentingnya model
untuk membentuk perilaku individu. Ketika siswa melihat bahwa tindakan yang sesuai
dengan hukum dihargai dan diikuti oleh guru mereka, mereka lebih mungkin untuk mengikuti
contoh tersebut dalam kehidupan mereka.

Pendidikan kewarganegaraan yang mengandung nilai-nilai hukum diajarkan dalam bentuk
mata pelajaran tertentu, dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Misalnya,
sekolah dapat menerapkan peraturan yang jelas dan konsisten mengenai disiplin, dan
memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum atau aturan diikuti dengan tindakan yang
sesuai (Saputra et al., 2022). Dengan cara ini, siswa mempelajari hukum secara teori, dan
melihat penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.
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Namun, ada juga tantangan untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan yang
efektif. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan kewarganegaraan adalah pandangan
bahwa mata pelajaran ini sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan mata
pelajaran lainnya, seperti matematika, sains, atau bahasa. Persepsi ini dapat berakar dari fokus
yang lebih besar pada hasil akademis yang terukur, seperti nilai ujian, yang sering tidak
mencakup aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan. Akibatnya, pengajaran pendidikan
kewarganegaraan sering dilakukan secara terburu-buru atau dengan alokasi waktu yang
minim dalam kurikulum. Ketika waktu yang tersedia untuk mengajarkan pendidikan
kewarganegaraan terbatas, guru mungkin merasa terpaksa untuk menyampaikan materi
dengan cepat, tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk merenungkan dan
mendiskusikan konsep-konsep yang lebih kompleks terkait dengan hukum, hak, dan
tanggung jawab sebagai warga negara (Reimers et al., 2014). Kondisi ini berpotensi
mengakibatkan siswa tidak mendapatkan pemahaman tentang pentingnya hukum dalam
kehidupan mereka sehari-hari. Tanpa pemahaman yang kuat tentang hukum dan
kewarganegaraan, siswa mungkin tidak menyadari bagaimana hukum memengaruhi berbagai
aspek kehidupan mereka, mulai dari hak-hak individu hingga tanggung jawab sosial. Hal ini
dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap isu-isu hukum dan sosial yang penting, serta
mengurangi partisipasi mereka dalam proses demokrasi (Manning & Edwards, 2014). Selain
itu, kurangnya pemahaman tentang hukum dapat membuat siswa lebih rentan terhadap
pelanggaran hukum, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk
memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan
penekanan pada pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum, dengan memberikan alokasi
waktu yang memadai dan pendekatan pengajaran yang lebih baik. Dengan cara ini, siswa
dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga
negara yang aktif dan bertanggung jawab, serta memahami peran hukum untuk membentuk
masyarakat yang adil dan beradab (Blasko et al., 2018). Penting bagi sekolah dan pemerintah
untuk memberikan perhatian lebih pada pengembangan kurikulum pendidikan
kewarganegaraan yang relevan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah bahwa banyak siswa saat ini mungkin sudah
terbiasa dengan pelanggaran hukum kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak
mematuhi aturan lalu lintas atau peraturan sekolah (Campbell, 2019). Kebiasaan ini sering
dianggap sepele dan tidak berbahaya sehingga siswa cenderung mengabaikan konsekuensi
yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Misalnya, ketika siswa melanggar aturan lalu
lintas, seperti tidak menggunakan helm saat bersepeda atau melanggar lampu merah, mereka
mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tersebut berisiko bagi keselamatan diri mereka
sendiri, dan dapat membahayakan orang lain. Selain itu, pelanggaran peraturan sekolah,
seperti datang terlambat atau tidak mengikuti tata tertib, dapat menciptakan budaya
ketidakpatuhan yang lebih luas di kalangan siswa (Al Hakim et al., 2021). Ketika pelanggaran
ini dianggap sebagai hal yang biasa, siswa dapat mengembangkan pandangan bahwa hukum
dan peraturan tidak perlu dipatuhi, yang selanjutnya dapat menghambat pemahaman mereka
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tentang pentingnya mematuhi hukum dalam lingkup yang lebih luas. Kebiasaan ini dapat
menjadi hambatan serius untuk membentuk karakter dan sikap siswa terhadap hukum. Jika
siswa tidak diajarkan untuk menghargai dan memahami hukum sejak dini, mereka mungkin
akan tumbuh menjadi individu yang kurang peduli terhadap norma dan aturan yang ada di
masyarakat. Hal ini dapat berkontribusi pada perilaku anti-sosial dan pelanggaran hukum
yang lebih serius di kemudian hari (Negara et al,, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pendidik
dan orang tua untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi dari
pelanggaran hukum, serta menekankan nilai-nilai kepatuhan dan tanggung jawab. Dengan
cara ini, siswa dapat belajar untuk menghargai hukum sebagai bagian integral dari kehidupan
bermasyarakat, yang melindungi individu dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib
bagi semua. Pendidikan kewarganegaraan harus lebih dari sekadar memberikan pengetahuan,
dan membangun kebiasaan dan sikap yang mendukung kepatuhan terhadap hukum
(Komalasari & Saripudin, 2018).

Peran orang tua juga sangat penting untuk membentuk perilaku anak yang taat hukum. Jika
orang tua mengajarkan dan menegakkan nilai-nilai hukum di rumah, anak-anak akan lebih
mudah memahami pentingnya menghormati hukum di sekolah dan di masyarakat. Oleh
karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus melibatkan kolaborasi antara sekolah,
keluarga, dan masyarakat agar dapat membentuk generasi muda yang memahami hukum, dan
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di sekolah memegang peranan krusial untuk
membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum. Sebagai salah satu bidang studi yang
fundamental, pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan tentang hak dan
kewajiban warga negara, dan berperan sentral untuk membentuk karakter dan sikap siswa
terhadap hukum. Dengan pembelajaran yang relevan dan berbasis pada perspektif sosial yang
ada, siswa diharapkan  memahami teori-teori hukum dan mampu melihat dan
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memungkinkan mereka untuk
menghargai hukum sebagai elemen dasar yang menjaga ketertiban dan keadilan dalam
masyarakat (Morris et al., 2013). Agar pendidikan kewarganegaraan efektif untuk membentuk
perilaku yang taat hukum, pendekatan yang digunakan harus bersifat integratif,
menggabungkan teori dengan praktik. Misalnya, pembelajaran berbasis kasus yang
menghubungkan materi dengan situasi nyata yang terjadi di sekitar siswa, seperti pelanggaran
hukum yang sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, siswa bisa
lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai hukum dan memahami dampak yang ditimbulkan
dari setiap tindakan yang mereka ambil. Sehingga, pendidikan kewarganegaraan memberikan
pengetahuan, dan membangun kesadaran sosial mengenai pentingnya mematuhi hukum.

Meskipun pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk membentuk individu
yang taat hukum, implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala
utama yang dihadapi adalah kurangnya perhatian terhadap kualitas pengajaran yang
diberikan. Banyak sekolah yang masih menganggap pendidikan kewarganegaraan sebagai
mata pelajaran tambahan yang tidak terlalu mendapat perhatian serius dalam hal kurikulum
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dan metode pengajaran. Padahal, kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang kurang
relevan dengan dinamika sosial terkini dapat membuat siswa kehilangan kaitan antara teori
yang diajarkan dan realitas kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif guru
sebagai fasilitator yang mengajarkan teori dan menanamkan nilai-nilai hukum dalam
kehidupan siswa. Guru harus menjadi contoh yang dapat ditiru oleh siswa untuk mematuhi
aturan dan hukum yang berlaku, karena pendidikan kewarganegaraan juga melibatkan aspek
pengajaran melalui teladan. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting
untuk mendukung pendidikan ini. Kerja sama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan
masyarakat akan menciptakan suatu ekosistem yang mendukung pembentukan perilaku yang
taat hukum. Pendidikan kewarganegaraan terbatas pada ruang kelas, tetapi harus melibatkan
pengalaman langsung dan contoh nyata dalam kehidupan sosial siswa. Dengan demikian, jika
pendidikan kewarganegaraan dapat diimplementasikan secara efektif dengan dukungan yang
tepat dari berbagai pihak, ia akan mampu menghasilkan generasi muda yang lebih disiplin,
bertanggung jawab, dan pada akhirnya, lebih taat terhadap hukum, yang akan berdampak
positif bagi pembangunan masyarakat yang lebih tertib dan beradab.

PENUTUP

Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan di sekolah memiliki potensi besar untuk
membentuk perilaku masyarakat yang lebih taat hukum. Melalui pemahaman yang
diberikan mengenai hak, kewajiban, dan hukum, siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai
yang mendasari peraturan di masyarakat. Dengan metode pengajaran yang relevan, seperti
pembelajaran berbasis kasus dan penerapan contoh nyata, siswa dapat lebih mudah
memahami bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan pendidikan
kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, dan sebagai alat untuk
membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa sebagai warga negara yang
baik dan taat hukum. Selain itu, dukungan dari lingkungan sekolah, keluarga, dan
masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemahaman mengenai pentingnya hukum
dalam tatanan sosial.

Saran yang dapat diberikan adalah pentingnya untuk meningkatkan perhatian dan kualitas
pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dengan memperbarui kurikulum yang ada,
serta mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Untuk
memastikan keberhasilan pendidikan ini, guru perlu diberikan pelatihan tentang cara
mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan secara efektif dan menjadi contoh yang baik bagi
siswa. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan
untuk memastikan bahwa nilai-nilai hukum yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan
dengan baik di kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, pendidikan
kewarganegaraan dapat mencapai tujuannya untuk membentuk masyarakat yang lebih taat
hukum.
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